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ABSTRAK

Ari Qadri, 105251107517, Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan
Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang Bersifat
Komunal dan Hukum Islam yang Religious (stydi objek Pengadilan Tinggi Agama
Makassar). Dibimbing oleh Muchlis Mappang i lan Siti Walidah Mustamin,

Jenis Penelitian ini merupakan p elitian ku: titatif. yang dilakukan di
Pengadilan Tinggi Agama Makassg \\ inan untuk mengetahui
analisis perbandingan keputusan® hakin \ dalam penyelesaian
sengketa perwakafan dari h // -\ kum islam yang

religious. Dalam penelitiz / . pengad:lan
X1 wakaf, Y hukum adat se
variabel dependes ,.!
Tc-tal pe yefeliti
dilakub 4.'- 7 -

dlm / (e
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ABSTRACT

Ari Qadri, 105251107517, Comparative Analysis of the Decisions of Religious Court
Judges in Settlement of Waqf Disputes from Communal Customary Law and
Religious Islamic Law (object study of the gMakassar Religious High Court),
Supervised by Muchlis Mappangaja and Si ah \"_Iuﬂtlnlm

This type of research is a quanti  dnidpawhich was conducted at the
Makassar Religious High Court. Thi ad \ grmine the comparative
analysis of the decisions of religi /-/ ~, tlement of waqgf disputes
from communal customary and \\ onsists of four
variables, namely X1 co fi independent
variable and 7 Islamig I3
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by distributiy
then procg hro
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BAB 1

PENDAHULUAN

Budaya Islam sering 4 .:l"A:'-'~_ budaya figh. Salah satu
tujuan ini diberikan g -‘/ \» g dalang terkenal
dﬂﬁ. MﬂJUkﬂ. ka ‘/, DI \" :
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A. Latar Belakang
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{1erj.) Imam Khoi
Interreligius™, Yogyaki
* Joseph Schacht, An Introduct
Islam”, Yogyakarta: Islamika, 2003, him. 1. _ | |
* Sayyid Abul A'la Maududi. The Islamic Law and Constitution, Lahore: Shah Alam Market,
1977, him, 42.




memegang peranan penting dalam kemajuan hukum di Indonesia, mengingat
sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.*

Upaya pencgakan hukum Islap meliputi tiga bagian vang dikenal
dengan “Tri Dharma Hukum™ )

1) Bagian instrumen

2) Bagian persyagaian
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Shandar Market, 1997, him. 8,
* Deden Effendi, Kompleksitas Hakim Pengudilan Agama (Jakarta : Departemen Agama R.1,
1985). h2 _
* thid., . 40,




kesetaraan pada dasarnya memiliki dua tujuan penting untuk kehadiran

seperangkat hukum umum. untuk lebih spesifik: 1) Keseluruhan perangkat

hukum harus terbuka untuk semua indigididari kalangan yang berbeda; dan

2) Perangkat hukum vang up ,,r-/\x.,\u untuk menciptakan
pengaturan dan pilihe n/

secara mandiri

maupun Il.'.ﬂ.]_c
H o L P

/ X

untuk menyelenggarakan pemerataan  guna memelihara  hukum  dan

pemerataan menurut Pancasila, demi terselenggaranya Negara Kesatuan




Republik Indonesia yang sah. . Ditekankan dalam Kklarifikasinya bahwa

kekuatan hukum otonom menyimpulkan dibebaskan dari setiap impedansi dari

kekuatan ekstra-hukum.”

Kekuatan hukum san A\ dan definitif. dengan

bantuan regulasi, apasitas peran

sah yang

=

Pﬂrgumm'm': Politik dan Hukum Istan: Reposist Peradilan Agama da
Menuju Peradilan yang Sesungguhnya, Yogyakara: Pa.maka Peln_un* dan Pascasarjana |ATN Walisongo

Semarang, 2006,



Sebagaimana dalam hukum merupakan gagasan manusia tentang sifat-sifat
yang tegas dalam mengatur kehidupan itu sendiri dan perlu diingat bahwa

hukum itu bertentangan, yaitu medUnjukkan dua sifat. yang utama

menunjukkan kepastian huk; Lo menunjukkan kekuatan

hukum, karena ketikg

didasarkan pada

kebenaran. keva

//{5\.
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halal, ka

* Musahadi HAM. Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinva pada Perkembangan Hukum Islam.
Semarang: Aneka Ilmu, 2000, him. $8-59, HAR. Gibb sebagaimana dikutip Pembedaan ini
berimplikasi pada aspek klasifikasi dan kategori aksi, pembebanan dan sanksi.



dari keringat kita sendiri itu adalah milik kita sepenuhnya, akan tetapi menurut

ajaran agama Islam di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain.”

Sesuai dengan fungsi Huk vaitu sebagai sarana untuk

te-raksi sosial sehingga
terwujudlah masyaral ../ ahterah, ' Dasar hukum

.

&

mengatur sebaik mungkin ds

. TS

) “ .ﬁ.hﬂ'ﬂld Ll B i 5
Pustaka Pelajar, 2004), hal, 323
10 ehtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum fslum, (Jakarta : PT Intermasa, 2003). cet 6.
hal. 1906 _ _
1! Departemen Agama R1. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Q.S Ali-Imran (3) : 92
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Artinya:
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vanabel hakim peng 1 berpeng adan variabe! wakat
2. Apakah variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum

adat?




3. Apakah variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum

islam?

. Apakah variabel wakaf berpengarul

1. Manfaat teoritis




a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan

pengetahuan bagi pembaca terutama tentang perbandingan keputusan

hakim pengadilan agama dalam A aian sengketa perwakafan dari

hukum adat vang bﬂrsi

b. Penelitian ini di

dan tr:kn
i -:if‘ ‘ L AET ]

i |

islam vang religious.

aassd
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Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat
tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan. Dengan penelitian
ini juga dapat menambah wawas an pemahaman bagi masyarakat

;A

tentang hukum islam nenyelesaian  sengketa
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Tentang Hakim PengadilandAgama

1. Hakim Pengadilan Agam
: / \ artinya dengan

y §
\\\! .'hl'i'"i g/
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12 St} Soetami, Pengantar Tuta Hikum Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2007), 12.




1

pengajaran yvang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"."*

Dengan demikian hakim adalah sébagai pejabat Negara yang diangkat

\\\\mlm/ //
\"‘“ R

¥ Al-Qur'an dan terjemahan, Surat An-nisa ayat 58
U Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia (Bandung: IKAPI, 2007), 163.




3. Sikap Hakim terhadap bawahan atau pegawai,

4, Sikap Hakim terhadap utusan.

5. Sikap Pimpinan terhadap basahan atau rekan Hakim dan

= Pasal | avat (3) UL No. 50 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tuhun
1989 tentang Peradilan Agama,




9. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi

40 (empat puluh) tahun: dan

10. Tidak pernah dijatuhi pidanapénjara karena melakukan kejahatan

berdasarkan putusag :-/\n. ah memperoleh kekuatan

hukum te / .— \
S AGs

R\ :\‘!\f ”f
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2. Tugas, Kewenangan, Kedudukan, dan Kewajiban Hakim Di

Lingkungan Badan Peradilan Agama

N\

Pengaruh peradilan. tugg 4t alt mempertahankan tata hukum,

/ mm perkara,

alah) menerima,

a. Tugas Hakim

menetapkan apa

5
3

=%
® | v e *
At o] o, 48 T
\"-7-—-‘"7775'}:1?.-._-- 01 Atz 3 :Jﬁ:a..r.7_1x,-.;!,‘fHi""s;!ﬂwm“lh! haj

ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum

proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim




E

telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses
berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Tugas hakim pengadilan agamd Wi dalam mewujudkan keadilan

i\\mnni//

S o7

" Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UL No. 48 Tahun 2009 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: *Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa™.
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dengan ketentuan bahwa pendahuluan dilakukan, Untuk pemerataan
dalam pandangan Tuhan Yang Maha Fsa™."”

b. Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim ag

Y Penjelasan UL No. 14 Tahun 1970, T umum, butir enam, alinea terakhir.
"™ UL No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Surabaya: Karina, 2004) h. 35,
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A — =

bercela, lugas. adil. cakap. dan berpengalaman di bidang hukum, dan
untuk suatu wewenang yang ditunjuk diperlukan untuk melaksanakan

//,‘:7 kJL‘Uw\/ ,Q
‘/:/!,’!M m}\\

an AL

7N R

akan dipaksakan, otoritas yang ditunjuk harus fokus pada sifat besar




I8

atau berbahaya dari penggugat sehingga pilihan yang diberikan adalah
proporsional dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 bagian 2).
Dengan demikian, tugas de ejabat yang ditunjuk adalah untuk

i kewajibannya untuk

¢ dihadapi, terlepas

\‘\P ‘\Abbﬁh
l‘_.!-' _ ". .4, r »

:‘/' N \\\\mnhi//

‘

kekuasaan/posisi untuk menilai. vaitu kekuasaan relatil’ dan kekuasaan

langsung.




B. Wakaf
1. Pengertian Wakaf ‘

115’/

y_ i uurfl

apanpu

”‘{-."?/l!t 1\\\.\\
/" "ib‘ :\

P

2008, him, 151
® Abd. Aziz Muhammad Azzam, Figh Mu ‘amalar, (Cairo: Maktabah al-Risalah adDauliyah.

Fak. Syari‘ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998), h. 208, Asy-Syarbiny, Mughni Al- Muhtaj,
(Kairo : Musthafa Al-Halaby), Juz. 10, h. 87.




Demikianlah pengerian wakaf menurut para ulama ahli figih. Sementara itu
pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan

:zhj:: 'r/’ \ a.

oD ey

% Ahmad Azhar Basyir. Wakaf, ljarah dan Syirkah, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987) h. 6-7.
7 Nuhammad Al-Khathib, Al-lgna’, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah). | hal. 26, Dr. Wahbah
AzZuhali, At Fighu Al Isfami Wea Adillatuhm (Damaskus : Dar Al Fikr Al Mu'ashir). X hal, 7599,




2]

para ahli hukum islam serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf
yaitu sebagai berikut :*

1) Firman Allah

# Mubammad Abid Abdullah Al-Kabsi, H

B3 ) .
# Departemen Agama R1, Al-Qur’an M-Tuﬂjﬂﬂ&hﬂ}'&. Bandung : PT. Svgma Examedia

| Arkanleema, 2009, him. 62.




memicingkan mata (enggan) terhadapnya, Dan ketahuiluh
bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji*. (OS. Al-Bagarah
-.:'2 f 2 267 2

rL % '
sg
—,, . .y
o cemh i
Y

L
R —_ P
.

" -
£ g
=
(’f ey
i’, ‘JM dasA \/ B " \.'-

”/’Mraﬂ\\

£
-
.

2 1bid, him. 32,
¥ Op, cit, him. 341

2 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz 17, Semarang : Karya Toha
Putra, 1th, him. 262




2) Mayoritas Ulama menyatakan asal mula disyari'atkannya ibadah wakaf

dalam islam adalah pada periode Rasulullah SAW. di mana ketika itu

Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. sebagaimana

g,;\ &l 13l

hadist berikut :

 mam Muslim, Shahih Muslim, Jilid 11, Beirut: Darul Kutub lmiah, tth, him. 125
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amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi

dan kaum muslimin sejak masa awal islam hingga sekarang ini. Dengan

pengalaman wakal sejak zama i Muhammad SAW sampai saat ini

dan sekarang telah berke; nia. maka wakal merupakan
ijma amali.

4) Ijtihad

1 [
i
AN DYy /, e

JE] L] / / g
' 5
LT "':,'K &/
e R - 2
’ s ,/"/ % v
2 nns - o =
Al el] ] - d L

‘.i

“ Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum akart dan Wakaf, Yakarta: Grasindo. 2007, hl
_— 2

'_ 3 Farida Prihatini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (U1), 2005), hal. 110-111
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2) Benda vang diwakafkan

3) Mauquf ‘alaih (penerima wakaf/nadzir)

Maka dalam Perspe /

harus dipenuhi 4
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2) Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia.

maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya

yang sah menurut hukum

/“ ﬂx‘?’ “'UHAM; |
Q/@ ,. *M(ASS,%? ‘70/1-
§ w v;'\\\\ &\\n\“h,l%/ @,. -7$
b G ® #

\/s :
) Koo o it s o
; ._-—""—-_" /‘1 fd s':‘::--. pr_

\ : =
N\ z/// ey 2 \
7N
AN // ’ll“ \\' 5
By =N ®

5
A §
~ Akaano W

31 Nawawi, Ar-Raudhab, (Bairut : Dar al-Kutub al-Hmiah), IV, dikutip oleh Dirckiorat
Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, him, 21.
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2) Wakaf Khairi
Wakaf' khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi

kepentingan atau kemasyarakatan umum,
3) Wakaf Benda Tidak E

Harta bends

)
v
\\

///Il! 51 "I“\"\\\t

i \\' %

HSavyid Sabig, Figih Sunnah. (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), h.461
1 Direktorat Pemberdayaan wakaf, Figih Wakaf h.17-18
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7) Wakaf Haki
Menurut pasal 1 ayat (1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,

i

*{\'\.\t!!a‘://i""

A

0 \\ ahun 2004 /4!,!;
Ly '};':dnulu.,;" g e
\§ 755_’.\.~ ‘\‘ l,k“'.; j‘;/

2 s %, V"
T L x e, e
L] ] lanan n

Tkrar Wakal (PPAIW) yang kemudian pada saat itu menempatkannya
sebagai Tkrar Wakaf, dilihat dari sesuatu seperti 2 pengamat. Sumpah wakaf




diungkapkan secara lisan atau berpotensi dicatat sebagai hard copy dan
dinyatakan dalam Akta lkrar Wakaf oleh PPAIW. Jika wakif tidak dapat

mengucapkan ikrar wakaf secara ligamatau tidak dapat melaksanakan janji

“'

\\\ui .w”///

hahwa tidak ada pertanyaan tentang tanah tersebut, Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kabupaten/Kota terdekat Kantor Pertanahan
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pemilikan tanah lainnya. ™

', Hukum Adat
1. Pengertian Adat dan Hukum /

a. Pengertian Adat

\\md:,,,
Q ./ \\\ Al\ 'é’ ‘
XV =iy
C \I 4.
’ /fl,““‘u ReoNe \
H //"'II\“‘\\

1_,.,

# Urip Susanto. ' Fe;ﬂhar Pembuat Akta Tanah”. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2016}
3* Freddy Tengker, et al, Azas-azas dan Tatanan Hukum Adat, Bandung. Mandar Maju, 2011,
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b. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh

Snouck (urgronje, dalam bukusya yang berjudul “De Atjehers”

menyebutkan istilah huk /A recht "(Bahasa Belanda)

vaitu untuk memk VL dalian sosial (social

control) yan -/
o~
-

S 11} ‘

| ] _:.'-la-niid.i'-“i:lr.

hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi

* Iman Sudiyat, dsas-Asas Hukum Adar (Bekal Pengantar), Yogyakarta, Liberity. 2000,
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ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan

bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan

hukum,
3) Ter Haar men : adat timbul setelah ada
pene : niggakiiteria yang di pakai
i
b
4
\J
9
\ 4
Y
\)
*
AW ‘ b
i dari

mana hukum adat timbul atau sumber hukum (adat) dalam arti yang




.

sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti Welbron tersebut. tidak lain dari

keyvakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Oleh

57 Qurnjo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Bandung, Penerbit Alumni,
1979,




3. Dasar Hukum Adat

Pasal 281 Avat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa.

“identitas budaya dan hak masy disional dihormati selaras dengan
perkembangan jaman dan i diperkuat oleh Pasal 6 Ayat
(1) Undang-U ! ak Asasi Manusia
menyebutk i manusia.
P irus ikan
b
4
\
€
e
q
ke
¢ g
4

\ /
v ang

 |man Sudivat, Asas-4sas Hukum Adat (Bekal Pengantar), Yogyakarta, Liberity, 2000.
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Kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah. maka ketentuan dalam

Undang-undang Pemerintahan Dagfgh Tahun 1999 tidak berlaku lagi.

O SUTeE

% S
~ =
dils at. |

\1.\ !!. ang
L %:“s'-""’l;-?," %‘( 'ﬁ

oy o]
e e /
o
§ L]
LA
-
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4. Corak — Corak Hukum Adat

Hukum adat mempunyai corak-corak tertentu. yaitu:

N\

-- ang harus dipelihara agar
& melakukan pemujaan

a. Bercorak Religius Magis

Masyarakat mempe /

masyarakat tetap a e
kepada ale

(. »S MUHa .
S i,
: e A \tS férisi] 1
200 \ Lot 44, Q,}_

w (b .

T oan ¢ ‘{ﬂiﬁ,’"ﬂ I
.o ".1‘;\.\‘\\\3..\\ E I.,/é ’
S 5o D

— e

k hluk-makhluk

TanT 1ih wdrvid 1 dem

" Van Vollenhoven, Orientasi dalam Hukum Adar Indonesia,
Jakarta, Jambatan, 1983.




e Hak subyekiif berfungsi sosial

¢ Kepentingan bersama lebih diutamakan

&
=]
=
=
&
2
o
=0
3
23]
L]
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e. Bercorak Konkrit

Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan-hubungan hukum

tertentu harus dinyatakan dengan Mendabenda yang berwujud. Tidak ada

janji yang dibayar deng arus disertai tindakan nyata,
tidak ada saling /_.,.. \\ Pada umumnya,
-

masyarakat selalu konkrit

PATIL

bukan hanya agama yang menunjukkan tentang bagaimana menyembah
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untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan

manusia dengan sesamanya, Pedoman ini bergantung pada setiap ajaran Islam.

khususnya Al-Quran dan Hadits.

Pengertian hukum Islag AP ne berarti aturan-aturan yang

dibuat oleh Allah us 4 \\ corang Nabi SAW,
dua hukum y ,/ \ 3 hukum yang
b dengan ol L ih

Vay
Wb
R
N -
o

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan: tempat

pemberangkatan: titik tolak. atau al-mabda’, Prinsip hukum [slam.mengutip




Juhaya. S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal
yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.
Prinsip membentuk hukum lslam i p-caban_g-cahangnya.*”

a. Prinsip Pertama: Ta

Prinsipd ’ da di bawah suatu
ketetapa ditetapkan dalam
Il 4
4
A &
\ 4
ak
= -
s )
)
d
®
4
f b
“ Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Isiam, (Bandung: rbitan LPPM

Universitas Islam Bandung, 1995), him. 69.
" Abu Zahrah, Ushul Figh, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), him. 350.
2 Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum [slam, (Yogyakarta: U
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¢. Prinsip Ketiga: Amar Makruf Nahi Munkar
Menurut bahasa. amar makruf nahi munkar adalah menyuruh

kepada kebaikan. mencegah dafiskejahatan. Amr: menvuruh, ma rif:

atan. Abul A’la al-Maududi

kebaikan, nahyi: mence A\
menjelaskan / ialah membangun
canskebaikan) dan

kehidupa

,./ ﬂl\q MUH

0
.
‘\‘

e. Prinsip Lima: Tolong-Menolong (ar-Ta 'dwin)

Press, 2000). him. 48,




a2

Ta'dwun yang berasal dari akar Kala ta dwana-yata dwanu atau

biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan

salah satu prinsip di dalam kum Islam. Bantu membantu ini

diarahkan sesuai d / terutama dalam upaya

meningka -

4. Tujuan Hu

‘.-.-1"{ |

«««««

¢
.
t,‘_

////lu uﬂ\\
ip N\

4 Rahmat Rosvadi, Formalisast Syariar Istam dalam Persfekiif
Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), him. 46,

 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Gema Insani
Press, 2003), him. 19.
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o Tahsinivval

5. Asas-Asas Hukum Islam




E. Kerangka Pikir

Tabel 2.1 Kerangka Pikir

.......

4 Hukum Islam ad
maﬁam ketentuan
Eh,al dimana ketentuan
diatur oleh Agama Isld

Pengembangan limu
Manfaat karya limiah
Motivasi Penelitian lanjutan
Kesimpulan

Rekomendasi

th o LN




F. Kerangka Konseptual
UU Nomor 41 Tahun 2004 | X4
\ S
omor 48 tahun 2009 | X1
:E:
ional | X2 ,
—
&
¥
an bijak
9
-
<
:lemngan gambar

Bermanfaat | X6
4
Q@
A J
‘ [N

--=-=—-% = Garis indikator / garis loading factor

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
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Z1




G. Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih

bersifat praduga. karena masih haishdibuktikan kebenarannya. Dugaan

)
.
&

‘e
iy
Ko SR, oy A, o

Ex ,f/):;;”“’“\g\f&\t

* Kountur, Roni. Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis Edisi Revisi 2.
(Jakarta : PPM, 2007). h. 89,
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini

i |gbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Staristik | (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 23.
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C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (Independent Vi

&
e x

FITC NS Rl L E R LS

perkara, dan fungsinya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan.
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2. Variabel Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

sclamanva atau untuk  jangkdy, waktu tertentu  sesuai  dengan

kepentingannya guna kepefluan R @an/atau kesejahteraan umum

sesuai syariah. /
. Variabel Huku

atur) tingkah laku

Nl g

L \\(\‘\ui‘:fh//})/
3 N N G2
\.; \\ ez \ff/

— - %
< )
®
- . -
- L ~
# .
% /' N
LI PR o
l"
i yr iy - "
aal = AL ! AdAlan

S
,
o E

+ Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta 2010),h.102,.
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2, Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi.** Maka darifity sampel dari penelitian ini adalah

4 Umar. Husain. Merode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada,2001), h.136.
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F. Instrumen Penelitian

Data vang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

sekunder. Data primer, yaitu data yafg diperoleh dan dikumpulkan secara

Sedangkan data sckunder,

langsung objek yang dite]iﬁ
yaitu data vang di \,

gnelitian arsip vang

\“ ngo
\\\\\‘ii

b

AR .El.‘
ili:[//)
| ‘l\ a ap "/4’";;-,-"" il
o /” ""',\éi“..- ,/i
?f.o — "'.__' : {

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti.

melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relavan
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dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah
pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari

masing-masing indikator variabel, baik

Jikator independen maupun variabel
dependen.

g tujl.lﬂ.l’l agar lebih

- —
.
4 e
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penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran

secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.*

3. Dokumentasi

Dokumentasi mem A,_\_ an data yang diperoleh

melalui dokumentas at berupa berbagai

Jugs dengan cara

o
el [ 1ad!

1k L ]
,
-z, Y

I»/? J*u ]:_._,:.

,//l'u u\\\
T ‘I

“ Syofian Elmgm' Merode ..Feﬂehrmn Kuamiitarif, Perhitingan Manual dan SPSS, (Cet: |
Jakarta: PT Fajar InterPratama Mandiri, 2013), h.19
“ Nasution. metode research (Jakarta: Bumi Aksara,2012), h.113
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H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan

menggunakan metode Smart PLS.2 OM3& Partial Least Square (PLS) adalah

1 oleh Herman O.A Word

N
/ SiWPLS memiliki
s MUy, =&

suatu metode vang berbasis

untuk menciptakan d de untuk ilmu-ilmu

penyebab, konstrak yang dipengaruhi oleh konstrak lainnya. Konstrak endogen
adalah efek dari konstrak eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan
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konstrak dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif,

sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan vang bersifat reflektif

5t Imam Ghozali, HengkyLatan. Parvial least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan
Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris, (Semarang: 2015, b 17
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2 https,-;‘{pta-rnakass;r,go.1dftenta_ng-ﬂenﬁadihﬁfpmfﬂé;peﬂgaﬂﬁﬁnf;g]_ﬁ rah-pta-makassar
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2) Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. meliputi wilayah Kabupaten

Bone;

3) Pengadilan Agama Sunggumifiasa Kelas [B. meliputi wilayah
Kabupaten Gowa :
ah Kabupaten Maros

riradilan A gama BEorelkane Keltae: Il mehmmuly wilays
14, Ldma °r ¢ 2|8 LT WIS Y Al
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13) Pengadilan Agama Makale Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Tana
Toraja dan Kabupaten Tana Toraja Utara ; ‘

14) Pengadilan Agama Palopo Kelagdlumeliputi wilayah Kota Palopos

)
v
)

ST
=y K rlas | meliput
- / e > -
R &

/7

X "'f,“““““\\;‘ y \
/‘fn«u aa U \\\
e

7

Kabupaten Polewali Mandar;




2) Pengadilan Agama Mamuju Kelas I, meliputi wilayah Kabupaten
Mamuju:

3) Pengadilan Agama Majene K@las I1. meliputi wilayah Kabupaten

\\\\\innii///

AY

o lzin poligami




e Hak bekas istri
e Harta bersama
e Asal-usul anak

e Dispensasi nika

e Reasuransi syari‘ah
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o Reksadana syari’ah

e Pembiayaan syari'ah

o Lembaga keuangan mikro s§an

\\‘\‘ 7
wWhe o=
5y

-
M~ ‘l
L
u T
* 3

//,///‘)!5!2\;‘\\. \

|P

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);




2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris. dan

seluruh jajarannya: (vide : Pagah33 ayat (1) Undang -Undang No. 7

e ;ﬁ‘ﬁ i q‘
\

v
)

dan Bidang Umum);
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5) Fungsi Naschat, yaitu memberikan keterangan. pertimbangan dan
‘nasehal tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah

hukumnya, apabila diminta sgbagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat

.Ah -

11) Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H (2001-2002)

12) Drs. H. M. Juzmi Hakim S.H (2002-2005)




13) Drs. H.M Thahir Hasan (2006-2010)
14) Drs. H.M.Hasan H. Muhammad, S.H, M.H (2010-2012)

15) Drs. H Alimin Patawari. S.HgM.H (2012-2014)

\{\\\\‘l I l’:[/)/
L '/ /

' https://pta-makassar go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama

Makassar, antara lain:™

o hm:ﬁpm—maknssar.gu.tdfmmrg—pengadiIunfpmﬁ’mapmgadilanfmktuwrgmisusi
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B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Metode analisis data yang digugR®an peneliti ini adalah analisis vang




X3 = untuk indikator (Arif dan bijaksana) yang memiliki kategori setuju
sebanyak 29 responden atau 65,91%. Indikator ini mampu mempengaruhi

variabel hakim pengadilan.




¢. Hukum Adat
Tabel 4.3 Hukum Adat
Pernyataan Responden
No Indikator 2 1

Y1 (Kewenangan)

| Y2 (Konkrit)

Y3 (Tradisiong

68
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Kesimpulan :

Z1 = untuk indikator (Bidimensianﬁl] vang memiliki kategori setuju

......

TR &

Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.83 > 0.03 sangat valid.
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4. Uji Model Spesification

4. Measurement Model Specification




|

¢. Struktural Model Spesification

. & m /,-‘\\\\
Al

A\

'
D iy, «]
.....




s Cross Loadings
e AVE

o  Communality

e Total Effects

e (o

Struktur,

Fat

Q0.7

0.814854

12

elalui Smart




y f"

= o RAA:is. \ :
S SR B TS




Tabel 4.12 Total Effect
~ HAKIM HUKUM | HUKUM :
: ADAT | 1siam | WAKAF
M_‘ 0.481046 | 0.384572
HUKUM ADAT 01279
HUKUM I
o
L
<
~ ‘
\ 4
7
- -
2 bl
4 .01
k- 87
¥i <-
Y2 <=
¥3 <-
Z1 <-
Z2 <-H :
23 <- HUKUM ISLAM | 0.866293 | 0.866017 | 0.029279 | 0.029279 | 29.58802

74
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5. Evaluasi Model Pengukuran
Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstrak

dengan indikatornya. Evaluasi ini melipili dua tahap, yaitu evaluasi terhadap

N

convergent validiry dan dis

Convergent validity dapat

1}
Y
AN

L1 T] &

X3 (4.313636364) > 0.5

b. Variabel wakaf (f) dimana :




X4 (4.275)> 0.5

X5 (4.229545455) > 0.5

X6 (4.084090909) > 0.5

]

ay

¢. Variabel hukum ads

A man r\i\‘& i
MEAND

76
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Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reabilitas

konstrak dengan melihat output composite reliability atau cronbach’s alpha.




ko

Tabel 4.16 Cros
X1 0.5
X2
X3
4
4

dings
WAKAF
0.061291
86
ri

78
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Tabel 4.17 Latent Variable Correlations

HUKUM ADAT

-‘-||1,=U/ ;

/7/‘9/' J;};O
//l ('!!\ \\\ °
\\ g

vang signifikan karena me

Sisresaalil sibagay berikee:
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Tabel 4,19 R Square

[ rsaure

HUKUM ADAT 0.090198

Higher= 9600

Gambar 4.3 : Kurva Pengujian dua sisi
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Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
hubungan antara variabel hakim pengadilan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap variabel af  sebesar 3.994272 sedangkan

ahwa thinee = 3.994272 lebih

berdasarkan table distribusi t menunjukkan bahwa thiune = 2.258838 lebih

besar dari tuse = 1.9600 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis |
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diterima karena terdapat pengaruh antara variabel hakim pengadilan
terhadap variabel hukum adat.

3) Hipotesis 3 : Variabel m pengadilan berpengaruh terhadap

\\\\\u r‘u:”//
N\,

AL 1
1, N
s .
0 -
‘s 2 L3
L 5 .
=
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4) Hipotesis 4 : Variabel wakaf tidak berpengaruh terhadap variabel

hukum adat

0

5) Hipotesis 5 : Variabel wakaf berpengaruh terhadap variabel hukum

islam




12.56 = Berpengaruh signifikan

i

| -‘\'..\w “'i 655
n““:;&\\\‘\‘ ! ',//é
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Hasil pengujian outer model vang telah dilakukan menunjukkan bahwa
hubungan antara variabel hukum adat tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap variabel g islam dengan nilai  0.180877




a s\\\\m!lh./”y

1 s'a ,
\\ ~ \‘ - //1
™y & "’. o
=N TWENANE  Men 1
- b

mempengaruhi variabel hukum adat. Ini dikarenakan penerapan wakaf

tidak terdapat dalam masyarakat adat.
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5. Variabel wakaf berpengaruh terhadap variabel hukum islam. Hal ini
menunjukkan bahwa hubungan antara variabel wakaf dapat

mempengaruhi variabel hukum g8lam. Ini dikarenakan wakal sering

57 ‘\\\

u\\.\\

'n

pengadilan agama, agar kiranya lebih cermaat dan berhati-hati dalam




mengambil pertimbangan untuk memberikan putusan pada setiap perkara
vang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

3. Bagi para pihak yang bersengketadar kiranya bisa diselesaikan secara

AL

o

e §§\3«Ih,,'///2/

DY s
‘\, :ﬂlluy/ ) ’
\\ % u.' u k‘w

§
,5?? :\

J1LE
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Ari Qadri, Lahir di Pannujuang Desa Kalemandalle

Kecamatan Bajengd

eri

At Kabupaten Gowa pada tanggal 10
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KUESIONER ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN HAKIM

PENGADILAN AGAMA DALAM PEN
PERWAKAFAN DARI HUKUM AD /\\

HUKUM ISLAM YANG R il

LESAIAN SENGKETA
ERSIFAT KOMUNAL DAN




Alternatif Jawaban

No Daftar Pertanyaan
UU Nomor48 T
Hakim berkewajiban u
keluhuran martabat,
1 ditentukan
diimple
Dal
2
3
4
] 9
5 | M ' i
memihak. °
Putus
6 *
huku s
Hakim ti
7 | kritik atau
Hakim dal tu
8

terbebas dari

SIS| TS| N | &

S8




Berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang

K tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.
UU Nomor 41 Tahun 2004 (X4
Wakif harus membuat perjanjian yang di a lisan
10 | dan/atau tulisan kepada nazhir un nda
miliknya.
Harta benda vang diw;
11 | percaya, memilikj
Melakas
12 | surat ; mi 3 ”
P <
\
13
14
15 |B -
Dal i { Z )
¥ kesuli
Harta 'bend 0O
17
memban ”
masyaraka 4 N
Wakaf mem
18 | sepala harta

bukanlah sesualu yang ke

Kewenangan (Y1)
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19

Memberikan dasar hukum. landasan hukum bagi putusan
peradilan adat yang berkepastian hukum dan pembentukan
lembaga peradilan adat yang berorientasi pada kearifan lokal.

20

Melakukan advokasi. perlindungan dan lesaian sengketa
tanah wakaf dengan pihak-pihak ket

21

Hakim harus membantu
keras untuk mengatasi
dalam suatu perk

22

23

24

Dal

25

m

ekon

26

Meneguhk ; h
ulayat 1 stit

masy

27

Putusan se
dengan kai

28

Menjunjung tinggi nilai-nilai ke . keadilan, :
I kemanusiaan. tanggung jawab. dan hak asasi manusia.




29

Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang

yang berperkara.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus zsesuai dengan
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